
BUPATI MEMPAWAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK 
NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PONTIANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan 
khususnya pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan 
perubahan lampiran Peraturan Bupati Pontianak Nomor 
42 Tahun 2013 ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pontianak; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 42 
tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkunagan Pemerintah Kabupaten 
Pontianak; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 



2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
r 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaraan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Tahun 2015 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PER&UBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK 
NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I Huruf F. Besaran Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja per Bulan Bagi Kepala 
Sekolah, Penilik/Pengawas Sekolah, Penatausahaan Sekolah, 
Penjaga/Tukang Kebun dan Pramusaji Sekolah di Lingkungan Kabupaten 
Pontianak nomor 4 (empat) Peraturan Bupati Pontianak Nomor 42 
Tahun 2013 ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak diubah sehingga menjadi 
sebagai berikut: 



NO SKPD \ BESARNYA 
TAMBAHAN PENGHASILAN 

1 2 3 

4 Penatausahaan Sekolah (SMP, SMA/SMK) 
a. Penatausahaan Sekolah (SMP, SMA/SMK) Golongan IV Rp. 650.000,00 
b. Penatausahaan Seko1ah (SMP, SMA/SMK) Golongan III Rp. 600.000,00 
c. Penatausahaan Sekolah (SMP, SMA/SMK) Golongan II Rp. 550.000,00 
d. Penjaga Sekolah, Tukang Kebun, Pramusaji Gol.I dan Gol. II Rp. 550.000,00 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

pengundangan 
Berita Daerah 

empawah 
!-9- 2016 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

BERITA DAERAH KAEUPATEN MEMPAWAH 
TA...Z9\... woMoR ....2.... 

Diunda moawah 
pada ta ·9:?u 
SEKRETA} PL1PAT"M MEMPAWAH 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dal 
Kabupaten Mempawah. 


